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BUPATI BANYUMAS,

baliwa uniuk mengupayvakan pembangunan
berbasis masyarakat di Kelurahan yeng demokratis,
aspiretif serta mengedepankan asas akuniabilitas
publik perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan
Masvarakar Kelurahan ;

bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas,
perluditetapkan dengan Peraturan Dasrah,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tenang
Pembeniukan Daerah-cacrah Kabupaten Dalam
Lingkumpan Propinsi Jawa Tengah ©

IIndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Teniang
Pemerintahan Daersh ( Lembaran Negara Tahon
2004 Nomor 123, Tambzahan Lembaran Negara
Nomor 4437 );



Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangarn Keusngan Antara Pemerintah Pusat
Mar Pemerintahan Deaerah (Lembaran Negara
lahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4438 );

. Permturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
tentang Tata (ara Pelaksanaan Peran Seria
Masyarakat Palam Penyelengparaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor [29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2866 );

Keputusan Presiden Nomnr 49 Tahun 2001 Tentang
Penatzan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
ateu sebutan lain.

Peraniran Deerah Kabupaten Banyumas Nomor 32
Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Taa
Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas (Lembaran
Dacrah Kabupaten Banyumas Takun 2004 Nomer
308eri D).

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyvumas Nomer 33
Tahun 2004 tentang Strukiur Orgenisas: dan laa
Kerja Kelurahon Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor
31 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

=

Pemerintal: adalah Pemerintah Pusat |

Pemerintah Propinsi sdalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
Pemerintak Daerzh adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
Bupati adalah Dupati Banyumas ;

Keeamaman adalah Wilayah Kerja Camat Purwokerin  Timur,
Purwokerto, Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara dan
Sumpiuh ,

K elurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sehapai Perangkat Daerah di
bawah Camat di Kabupaten Banyumas ;

Camat adalah Camat yang wilavah kerjanya meliputi Desa dan
Kelurahan;

Lurahadalah Kepala Kelurahan;

Rukun Tetangga yang sclanjutnya discbut RT adalah Lembage vang
dibentuk melalui musvawarah masyamia setempat dalam rangka
pelayunan Pemeérintahan dan Kemzsyarakatan yvang ditetapkan aleh
Kepala Kelurahan

Rukun Wargs yung selanjutnya disebut RW adaleh Lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT yang wilavah kerjanya
ditetnpkan oleh Kepala Kelurahan;

Lembruga Pemberdaysan Masyarakal Kelurdhan yang selanjutoga
dissbut LPMEK adalash wadah vang dibentuk atas prakarsa
masyarakat sebagai Mitra  Kelurahan dalem menampung dan
mewuwjudkan aspirasi dan kebutulan  masyarakat di bidang

‘Pembangunan ;

Lah



12, Tokoh Masyarakat adalah oranyg-orang vang berdomisili di wilayah
Kefurahan setempat dan mempunyai kemampuan yang didasarkan
atzs pemikirannya, aktifitasnya dan dianggap mampu memberiken
kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan.

BAHB 11
TUJUAN
Pasal 2

LPMK dibentuk dengan tujuan membantu kelancaran penyelenggaraan
pembangunan  di Kelurahan dengan memberdayakan masvarakar dan
mengedepankan asas demokrasi, aspirasi masyarakat serta menjunjung
tinggiasas akuntabilitas.

BAR III
KEDUDUKAN, SUSUNAN DRGANISASI DAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Bagian Pertamn
Kedudukan
Pasal 3

Kedudukan LPMK adalah sebagai lembaga penyalur aspirasi masyorakat
dan mitra Kelurahan dalam aspek Perencanaan. Pelaksanaan den
Pengendalian Pembangunan yang berhasis Magyaraka

Bagian Kedua
susunan Orzanisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi LPMK 1erdiri dari-

a Ketua:

b.  Wakil Ketua:
[ Sekretans ;

d. Bendaharas
@ Seksi-scksi.

{2) Seksi-scksi yang harus ada adalah Seksi Pembangunan, Sosial Budaya
dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

(3) Selain seksi-schsi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapar

dibentuk seksi lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
KEPENGURUSAN

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal §

(1) Untuk menjadi pengurus LPMK.  harus memenuhi persvaratan

sebagai berikut :
@ Bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga Ncgara Republik Indonesis yung sekurang-kurangnya
berusia 21 ( duapuluhsatu ) tahun atau sudah kawin ;
¢. Terdafiar scbagai penduduk Kelurahan yang bersangkutan secara
sah sekurang-kurangnya 2 (dua) twhun bertunut-turut yang
dibuktikan defizan Kartu Tanda Penduduk (K TPy
€. Berpendidikan serendah-rendahnya Sckolah Lamjutan Tinpkat
Pertama alau vang sederajal :
e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan
Pengadilan;
t. Tidak sedang menjalani hukumar penjara berdasarkan Puiusan
Pengadilan yang telah mempunyas kekuatan hukum tetap;
g. Berkepribadian baik, jujur, adil, dan memiliki jiwa pengabdian
yang tinggi kepada masyarakat ;
-h. Sanggup menyediakan wakiunya dzlam melaksanakan wipas dan
ranggungjawab sebagai pengurus LPMK ;



(1

(1

Paragraf2
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 6

Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan mefalui tahapan :

a. Calon Pengurus LPMK dilaksarakan melalui Musvawarah
Rukun Tetangpa, untuk memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua)
orang bakal calon ; ;

b. Hasil Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf (a),
selanjutnya disampaikan kepada Ketua RW  untuk dinjukan di
tingkat Kelurahan,

c.  Pemilihan Pengurus LPMK ditingkat Kelurahan dilakukan secar
musyawarahdalamrapatyang difasilitasioleh Kepala Kelurahan
vang dihadiri olch Perangkat Kelurahan, Bakal Calon. Ketua RT,
Ketua RW dan Tokoh Masyarakat:

d. Hasil musyawarah pemiliban Pengurus LPMK sebagaimana
dimaksud dalam huruf (¢) dituangkan dalam Berita Acara dan
selanyutnya ditetapkan dengan Keputusan Cama: serta dilaporkan
kepada Bupati.

Mekanisme Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1Jhuruf (o) diserahkan pads masing-masing Kelurahan.

Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakbimya mass bhaki
Pengurus LPMEK, harus sndah dilaksanakan Pemilihan Pangurus
LPMEK yang baru.

Pasal 7
Sebelum memangku jabatan sebagai Pengurus LPMK. Calon

Pengurus yang terpilih mengucapkan Sumpah / Janji dan dilantik oleh
Camat.

(2)

iﬁinun kata-kata Sumpah ! Janji Pengurus LPMK adalah scbagai
ut :

" Demi Allah ( Tuhan ) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewnjiban saya selaku Pengurus LPMK dengan sebaik-
baiknya, seivjur-jujurnya  dan seadil-adilnya ; bahwa sava akan
sclalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sehagal Dasar Negara ; bahwa saya akan mencgakkan kehidupan
Demokrasi dan UUD 1945 scbagai Konstitusi Negara serta sepala
Peraturan Perundang-undangan yang berlakn di Negara Kesatuan
Republik Indonesia Jan Daerah®.

Paragraf 3
Masa Bhakti

Pasal §

Masa bhakii penzurus LPMK adalah selama 5 (lima) tahun  dan dapai
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti bertkutnya.

(1)

Pasal 9

Pengurus | PMK pada akhir masa bhakti wajib memberikan laporan
pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Penyampaian laporan pelaksanaan mipas dilaksanakan pada rapat
PRATIPUTIE,

Paragraf 4
Pemberhentian Pengurus LPMEK
Pasal 10

Pengurus LPMK berhent: karena:

4. Meninggal dunia;

b. H_emk_hzmyn masa bhakli sebagai Pengurus T PME dan welah
dilantik pengurus vang baru ;

- €. Mengundurkandiri sebagai pengurus LPMK;

d ;“_in_:[l_a; tempat tnggal diluar wilavah Kelurahan dimana dia
ipilih;



2)

(4)

Pengurus LPMK dapat diberhentikan karena :

. Melanggar sumpah dan janji alau melakikan perbuatarn tercela
sebagal Pengurus LPMK ;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LPME,

Paragraf 5
Penggantian Pengurus LPMK Antar Waktu
Pasal 11

Pengurus LPME yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir
s bhaktiny s dupat diadaksn penggentian penguris anar waki

Masa bhakti Pengurus antar waktu adalah s:isa waktu yang belum
dileksanakan oleh pengurus yang berhent.

Pergantian pengurus LPMK antar waktu dilaksanzkan dalam Rapat
Plene LPMK yang dipimpin oleh Ketua algu Punpiman Rapat vang
ditetapkan berdasarkan kesepakatan,

Pengurus antar waktu dapat dipilih dari calon pengurus LPMK vang
pernah digjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat(1) huruf
¥

RARB I
TUGAS DAN FUNCGSI
Pasal 12

LPMK mempunyai Tugas:

d.
b

Menampung dan menindak ianjuti aspirasi masyarakal ;

Bersama Lurah merencanakan dan menyusun program pembangunan
yang partisipatif dan responsif gender;

Mem{fasiltasi kegiatan pembangunan dan Xemasyarakatan :
Melaksana<andan mengendal (kan pembangunan.

Pasal 13

LPME mempunyai fungs |

2

O

(1

Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
Kelurahan ;

Fengkoordinasian perencanaan pembancunan ,

Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan |
Mendororg partisipasi masyarakat dalam pambangunan ;

Penggnlion dan pemanfantan sumberdaya kelembagaan untuk
pembanguran.

BAB IV
TATA KERJA LPMK

RBagian Pertama
Pimpinan Semenlara Musyawarah

Pasal 14

Selama kepenpurusan LPME belum ditetapkan, rapat-rapat uniuk
sementara dipimpin olch pengurus LPMK yang tertua usianya dengan
dibantu olzh pengurus LPMK yang termuda usianya.

Dulam  hal pengurus |.PMK yang terua dan atau termuda usiznya
scbagaimanz dimaksud pada ayat (1) berhalangan. schagai
penceantinya dipilih dari pengurus LPMK vang tertus dan atau

_ termuda usianyadiantara yang hadir.



HBagian Kedua
Jenis Rapat

Pasal 15

(1} Jenis-jenis rapat LPMK terdiri dari:

a.  Rapat Musyawarah Kelurahan adalah rapat yang dihadiri
seluruh pengurus LPMK, Lurzh beserta Perangkainya, Ketua
RW dan Ketua RT dan tokoh masyarakat.

b.  Rapat pleno adalah rapat yang dihadiri seluruh pengurus LPMK
dan merupakan Forum pengambilan keputusan tertingg dalam
melaksanakan weweriang dalam tugas LPMK.

¢. Rapat kerja adalah rapat pengurus yang dibadiri oleh pimpinan
dan seksi-seksi tertentu sesuai dengan pembahasan.

d. Rapat Pleno LPMK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan
sckali dan Rapat Musyawarah Kelurahan dilaksanakan minimal
1 (sam:)1ahun sekali;

(2) I’l_etaksanmn ketentuan schagaimanz dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dalam Tata Tertib LPMK yang herpedaman pada
Peraluran Bupaii.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 16
(1) Sumber Dana LPME dapat diperoleh dan ;

a  Bantuan Pemerintah:

b.  Bantuan Pemerintah Propins ;

¢ Swadaya Masyarakat :

d. Bantuan lainnya yang sah.

(2). Biaya penyelenggaraan Rapat LPMK diperoleh dari  Rantuan
Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada Kelurahan sesuai den gan
kemampuan kenanpan Dagrah.

(3] Pengajuan Biaya Fapat sebagaimana pada ayat (2) disampaiknn
melalui Anggaran Belanja Kelurzhan.

(4) Pengelo!aan sumber dana sebagaimana dimaksud avat (1) dan ayat
(3) diadministrasikan secara tertih dan teraturserta dilaporkan secara
tertulis dalam Rapat Musyawarah Kelurahan,

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17
Dengan  berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kepengurusan LKMD
yvangz telah ada sehelum berizakunya Peratoran Daérah ini ltetap
melaksanakan lugas sampa dengan berakhirmya masa bhakti, dan dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) teshun harus sudah
menyesuatkan dengan Peraturan Dacrahini.

Pazal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tonggal diundangken.

Apar seiip orang mengetahuinya, memermntahkan pengundanpan

Peraturan Daerah ini dengan perempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.

Dhtetapxandi Purwokerto
padatanggal 26 Pebraari 2003

BUPATI BANYUMAS

td
ARIS SETIONO



Diundnngkan di Purwokerto
Pada Tanggal 28 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYLIMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO, SHL
NIP: 300 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 2SERIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAI KADUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAIIAN

PENJELASANUMUM

Bahwa dalam rangka  membantu wpgas-tupas Lurah
periu adanye suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
sebagal mitra Kelurahan guna menampung dan mewujudkan
aspirasi masvarakat dalam  penyelengparaan pembangunan dengan
memberdayakan masyarmkal dan mengedapankan asas Demokrasi
dan aspiras: masyarakat.

Sehuhungan dengan hal tersebul, maka sebagai pedoman
dan sebapgar dasar hukum pembentukannya. perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan

Lembaga Pemberdavaan Masyarakat Kelurahan (LPMEK).



I, PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal |

Pasal 2 dan Pasal 3
Pasal dayat (1) dan(2)

Pasaldaym(d)

PMasal 2 avat(1}harufas/dc

Pasal imi memuat  pengertian

istilah yang dipergunakan dalam-

Peraturan Dazrzh . Dengan
adanva pengertian tentang istiah
tersebul  dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya salah tafsir
dan salah pengertian dalam
memahami dan  melaksanakan
Pasai-pasal dalam Peraturan
Daerah ini.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

yang dimaksud dengan Sehsi-
seksi lain adalah Seksi Agama,
Seks! PKK dan Pemberdayaan
Perempunn, Seksi Pembanguan
dan Linpkungan Hidup. Seksi
Perckonomian den Koperasi,
Seksi Kesenian dan Budaya
Scksi Kcamananen, Secksi
Kesejahterzan Sosial. Seksi
Keschatan. serta Scksi Informasi
dan Komunikasi,

Cukup Jelas.

PMasal Sayat (1)hurufd

Pasal ayat (1)hurufe sidh -
P'asal §s/d pasal B

Pasal Yayai(1)

Pasal 9ayar (2)

Pasal 10s/d 1§

Yang dimaksud dengan scderajat
denyan Scholah Menengah Pertama
{SMP) adalah setingkat dengan
pendidikan formal yang dibuktikan
dengan ljgzah yang diakui
Pemeriniah, misalnya Kejar Paker
B, M1z (Madrasah Tsanawayah)

Cukup Jelas

: Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan Masysarakat
adalah : Tokoh Masyerakat, Tokoh
Perempuan Tokoh Agamua. RT dan
RW, dan Ormas yang ada di
Kelurahan yang bersanghutan,

¢ Cukuplelas

Cukup Jelas



